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Diguyur Dana BOS
Rp 161 Miliar

B KBB Harus Hindari Temuan BPK

NGAMPRAFH, (GM).-

Seluruh kepala sekolah dan bendahara
sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten
Bandung Barat, diharapkan dapat mem-
pertanggung jawabkan penggunaan dana
bantuan operasional sekolah (BOS). Hal
itn dilakukan untuk menghindari temuan
dari Badan Pemeriksa Feuangan (BPEKL

Kepala Bidang SD pada Dinas Pen-
didikan Kabupaten Bandung Barat,
Jalaludin mengungkapkan, tahun ini dana
BOS vang disalurkan mencapai Rp 161 mil-
iar untuk 672 sekolah negeri. Sementara,
dengan adanya bantuan BOS ini diharap-
kan mampu meningkatkan kualitas dan
mutu pendidikan bagi seluruh siswa.

“Kita ingin mewujudkan pengelolaan
keuangan BOS vang tertib, efeltif, efisien.

kita ingin memberikan pembinaan dan ara-
han soal pengzunaan dana bos ind,” wjarmya.

Lehih lanjut ia menjelaskan, dana BOS
merupakan dana vang ditransfer dari pe-
merintzh pusat kepada pemerintah provin-
si, yang penyalurannya dilakukan melalui
pemindahbukuan dard Rekening Kas Umum
Negara (REKUN) ke Rekening Kas Unium
Daerah (RKUD) provinsi, Dana BOS vang
sudah tersalurkan di RKUD provinsi selan-
jutnya disalurkan secaralangsung ke mas-
ing-masing rekening sekolah,

“Kami itu hanya mencatatkan saja soal
dana bos ini, sementara anggarannya lang-
sing ditransferkan ke masing-masing
sekolah,” katanya,

Temuan BPK

Seperti diketahui, untuk tahun anggaran

transparan dan bertanggung jawab, Hara-
panmya tentu tidak menjadi temuan dari
BPK,” latanya saat ditemui di SDN Sudi-
mampir Padalarang, Senin (26/3).

Dikatakan Jalaludin, saat ini pihaknya
pun terus memberikan pembinaan dan
arahan soal pengeunaan dana bantuan
RBOS tersebut.

Menurutnya, sejak 2017 lalu sistem lapo-
ran pengeunaan dana BOS haras mengiku-
ti sistern laporan keuangan pemerintah
daerah. Halitu mengacn pada Surat Edran
Mendagr Nomor gi0/ 106/ 3] tahun 2017
tentang Juknis Penganggaran, Pelak-
sanaarl, Penatausahaan serta Pertangg-
gung jawaban dana BOS.

“Kita sudah melakukan sejak tahun lala

sistermn tersebut. Marmum intinya, sekarang

2016 seperti di Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan serta Dinas Pendapatan, Pen-
gelolaan Keuangan dan Aset Daerah men-
jadi persoalan temuan oleh BPE. Meski
demikian, temuan dari BPE tersebut lang- |
sung ditindaklanjuti oleh pemerintah daer-
ah. Selain itu, perbaikan pun sudah disam-
paikan kepada BPK untuk tahun anggaran
2016 lalu.

“Seperti temuan dana Bos, piutang
PBE termasuk soal aset dan sudah kita
perbaiki sesuai arahan dari BPK. Yang
terpenting buat kami sudah menyajikan
laporan semaksimal mungkin,” ujar
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Asep Sodikin, belum
lama ini. (amr)*"
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